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Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah tarif yang dikenakan
oleh pemegang ljin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(IUPTL) kepada konsumen/pelanggan, yang mana besa-
ran tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah
Daerah. Berdasarkan UU Kelistrikan No. 30/2009, TTL
ditentukan oleh pemerintah  (c.g. Kementerian
ESDM)/pemerintah daerah dengan persetujuan DPR/D-
PRD. Sebagian besar wilayah usaha PT PLN menggu-
nakan TTL yang seragam (uniform) untuk setiap kelom-
pok pelanggan, kecuali untuk Pulau Batam dan Tarakan
dimana TTL ditentukan oleh pemerintah daerah dan
disetujui oleh DPRD. Adanya keterlibatan DPR dalam
penetapan TTL dan subsidi menjadikan proses ini sarat
dengan kepentingan politik, selain daripada teknis
ekonomi.

Sementara itu, untuk melaksanakan percepatan penye-
diaan tenaga listrik di desa tertinggal, terpencil, dan
terluar (3T) pemerintah mengadakan program Listrik
Desa (LisDes) yang mengutamakan penggunaan sumber
energi setempat. Untuk daerah isolated yang sulit dijang-
kau oleh jaringan PLN, pemerintah melalui direktorat
jenderal EBTKE menyediakan lampu tenaga surya hemat
energi (LTSHE) sebagai bagian dari program pra-elektrifi-
kasi.

Ada dua jenis mekanisme tarif yang digunakan di
program LisDes, dengan dan tanpa subsidi. Tarif bersub-
sidi akan dikenakan pada wilayah usaha yang ditetapkan
oleh Menteri ESDM atas usulan gubernur (Permen ESDM
No. 38/2016). Diluar itu, akan dikenakan tarif non-subsidi
yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur
tidak dapat menetapkan tarif non-subsidi, pemerintah
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akan menetapkan tarif berdasarkan TTL PT. PLN. Besaran
subsidi yang diberikan kepada badan usaha bergantung
pada TTL rumah tangga daya 450 VA, Biaya Pokok Penye-
diaan (BPP), ditambah marjin. Adapun mekanisme
penyesuaian TTL (tariff adjustment) PT. PLN bergantung
pada BPP, nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap
Rupiah (kurs), Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

Terdapat dua tipe pembayaran listrik di Indonesia, tarif
pascabayar yang dibayar setelah pemakaian listrik oleh
konsumen pada bulan berikutnya dan tarif prabayar,
dimana konsumen membayar kuota listriknya terlebih
dulu. Listrik dianggap sebagai barang untuk kepentingan
strategis sehingga tidak dikenakan pajak pertambahan
nilai (PPN), kecuali untuk rumah dengan kapasitas daya
lebih dari 6600 VA.

Seperti terlihat pada Gambar 1, biaya produksi listrik
selalu lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata.
Selisih ini akan dibayarkan oleh pemerintah ke PLN
melalui mekanisme subsidi. Jumlah subsidi listrik yang
dibayarkan oleh pemerintah per tahun dapat dilihat
pada Gambar 2. Walaupun sejak 2015 jumlah subsidi
listrik menurun drastis karena dicabutnya subsidi listrik
untuk semua golongan kecuali golongan rumah tangga
450 VA dan 900 VA, tren tiga tahun terakhir menunjukkan
adanya pembengkakan subsidi listrik (subsidi lebih
besar daripada yang dianggarkan). Penurunan subsidi
listrik dari Rp 60.4 triliun di 2016 menjadi Rp 45.7 triliun di
2017 terjadi bersamaan dengan dicabutnya subsidi
listrik bagi golongan 900 VA yang dianggap mampu sejak
Januari 2017, mengikuti terbitnya Permen ESDM No.
29/2016.
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Biaya Produksi Listrik dan Harga Jual Listrik Rata-Rata (Rp/kWh)
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Gambar 1 Biaya produksi listrik dan harga jual listrik rata-rata. Biaya produksi listrik mencakup biaya pembangkitan dan biaya

transmisi dan distribusi. Sumber: Statistik PLN.
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Gambar 2 Jumlah realisasi dan anggaran subsidi listrik (Rp triliun). Sumber: Statistik PLN

Meskipun Permen ESDM No. 18/2017 mengatur penye-
suaian tarif (tariff adjustment) untuk dilakukan setiap 3
bulan (setiap bulan dalam pada Permen ESDM No.
28/2016 sebelumnya), sejak Januari 2017 pemerintah
belum menaikkan TTL ke pelanggan PLN, bahkan
berjanji untuk tidak menaikkan TTL hingga 2019.
Menurut pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjaga
daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas
ekonomi nasional. Sementara itu, sejumlah pengamat
energi berpendapat keputusan untuk tidak menaikkan
TTL ini berkaitan erat dengan tahun politik dan sudah
sering dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya untuk
menjaga dukungan politik dari masyarakat dalam pemi-
lihan umum (pemilu).

Golongan tarif listrik di Indonesia dibagi menjadi 37
golongan, 13 diantaranya terikat dengan mekanisme
penyesuaian tarif (tariff adjustment). Golongan tarif
listrik dibedakan berdasarkan penggunanaanya (sosial,
rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan
penerangan umum, traksi, curah, dan layanan khusus)
dan kapasitas daya listriknya (450 VA, 900 VA, 1300 VA,
2200 VA, 3500-5500 VA, >6600 VA). Penetapan TTL dan
penyesuaian tarif diatur dalam peraturan Menteri
(Permen) ESDM No. 28/2016 (diubah oleh Permen ESDM
No. 18/2017 dan Permen ESDM No. 41/2017) tentang Tarif
Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).
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Banyaknya golongan tarif ini menjadi sorotan karena
dinilai terlalu rumit. Praktik di negara-negara lain umum-
nya tidak menggunakan penggolongan tarif berdasarkan
kapasitas daya, namun hanya berdasarkan sektor peng-
gunaannya. Pada umumnya di liberalized market peru-
sahaan listrik mengenakan tarif yang tetap (fixed) untuk
semua pelanggannya (e.g. Jerman). Adapun praktik
lainnya, perusahaan listrik dapat mengenakan tarif
progresif dimana semakin besar penggunaan listrik
maka semakin besar pula tarif listrik per unitnya (e.g.
ltalia). Selain itu, ada juga negara yang menerapkan
perubahan tarif listrik berdasarkan waktu penggunaan
(Time of Use) dimana tarif ketika beban puncak akan
lebih tinggi daripada tarif pada waktu lainnya (e.g.
Australia dan Taiwan).

Beberapa negara menerapkan sistem subsidi untuk
masyarakat miskin (yang tingkat konsumsi listriknya
rendah). Sebagai contoh, sejak tahun 2008 hingga 2018,
perusahaan listrik Malaysia memberikan rabat (rebate)
sebesar RM20 (sekitar Rp 68,000) untuk semua pelang-
gan listrik. Jika konsumesi listriknya melebihi RM20, maka
pelanggan harus membayar tarif penuh (bukan hanya
kelebihannya). Sejak 1 Januari 2019, pemerintah Malay-
sia mengubah skema rabatnya menjadi RM40, namun
rabat ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin
yang terdaftar. Jika konsumsi listriknya melebihi RM40,
maka pelanggan hanya perlu membayar kelebihannya.

Sementara itu, beberapa negara lain menetapkan tarif
listrik yang lebih tinggi dibanding biaya produksinya. Di
Jerman, selain biaya pembangkitan, komponen tarif
listrik terdiri dari komponen tarif jaringan, pungutan
(levies/surcharge) untuk pembiayaan Energi Terbarukan
(ET), dan pajak lainnya. Di tahun 2018, lebih dari seten-
gah (54%) tarif listrik untuk rumah tangga dan usaha
kecil merupakan komponen pungutan dan pajak - 23%
nya adalah pungutan (surcharge) untuk ET, 25% untuk
biaya jaringan, dan hanya 21% untuk biaya pembang-
kitan (BDEW, 2018). Tingginya surcharge untuk ET sejalan
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dengan komitmen pemerintah Jerman dalam pengem-
bangan ET untuk menggantikan energi nuklir dan juga
batubara. Meskipun tarif listrik di Jerman merupakan
tarif listrik termahal kedua di EU setelah Denmark,
tagihan listrik per bulan untuk rumah tangga di negara
tersebut tidak lebih mahal dari negara-negara OECD
lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh program Efisiensi
Energi yang berjalan dengan efektif di Jerman.

Belajar dari pengalaman di negara lain, kebijakan tarif
listrik di Indonesia hendaknya memperhitungkan
rencana jangka panjang untuk memastikan ketahanan
energi. Salah satu komponen yang masih belum diako-
modasi dalam skema tarif saat ini adalah komponen tarif
untuk pengembangan ET. Penggunaan surcharge di
Indonesia mungkin bisa diterapkan untuk golongan
masyarakat mampu. Hal ini menjadi penting, mengingat
perkembangan ET di Indonesia cukup lambat karena
tidak adanya insentif untuk PLN untuk menggunakan ET.
Sementara itu, untuk memastikan akses energi ke semua
golongan masyarakat, pemerintah bisa mempertim-
bangkan untuk membebaskan golongan masyarakat
tidak mampu dari tagihan listrik.
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